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PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah membaca gugatan pada

perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjb antara :

HELDIN SURANTA TARIGAN, SP, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero), Tbk di Tanjung Balai, bertempat
tinggal Jalan Bunga Mawar Nomor 101, Kelurahan PB
Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, saat ini bertempat
tinggal di Jalan Sudirman Nomor 3 Tanjung Balai, dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Maret 2022,
memberikan kuasa  dengan Nomor: B 1162
/IKC/ADK/07/2024 tanggal Juli 2023 kepada: 1). Epraim K
Purba, SP, Kepala Unit Teluk Nibung PT. Bank Rakyat
Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai, 2).
Arief Budiono, Mantri Unit Teluk Nibung PT. Bank Rakyat
Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai, 3).
Dedi Syahputra Siregar, Petugas Penunjang Bisnis (PPB)
PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang
Tanjung Balai, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN

1. IDRUS PANJAITAN, lahir di Tanjungbalai, 31 Desember 1959, Laki-laki,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Letjend Suprapto Lk V
Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, selanjutnya dalam hal
ini disebut sebagai Tergugat I;

2. DELIMAWATI HARAHAP, lahir di Perbaungan, 13 Agustus 1958,
Perempuan, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Letjend
Suprapto Lk V Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;
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Setelah membaca Penetapan A.n Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjb Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana
merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang
dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus,
yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut
sebagai “Perma Nomor 2 Tahun 2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana (selanjutnya disebut sebagai “Perma Nomor 4 Tahun 2019");

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus,
maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana
sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk
mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara
khusus maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Perma
Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang Hakim yang ditunjuk
untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma
Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana
berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan sekaligus
menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama surat
gugatan dan berkas lainnya dalam perkara gugatan sederhana yang terdaftar
dengan register perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Tjb yang didaftarkan oleh Kuasa
Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selanjutnya
Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyimpulkan apakah perkara a
quo merupakan gugatan sederhana atau tidak, yang selanjutnya akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2
Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Penggugat dan
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I'ergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang
sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a)
Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa
dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili
Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil,
atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat
tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatan
sederhana a quo, Penggugat adalah Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (Persero), Thk di Tanjung Balai, bertempat tinggal Jalan Bunga Mawar
Nomor 101, Kelurahan PB Selayang Il, Kecamatan Medan Selayang, yang saat ini
bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 3 Tanjung Balai, dan dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa
Nomor 7 tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang
diajukan Penggugat bersamaan dengan surat gugatannya yakni bukti P-1 berupa
Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Maret 2022 yang dijadikan sebagai dasar
kewenangan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, setelah Hakim meneliti bukti surat
tersebut ternyata Surat Kuasa yang dimaksud memuat pemberian kuasa dari Ahmad
Solichin Lutfiyanto, selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk selaku Pemberi Kuasa, kepada Koes Hariyono, S.H., selaku Divison Head of
Legal Divison PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan tidak ada memuat
nama Penggugat (atas nama Heldin Suranta Tarigan, SP, dalam jabatan Pemimpin
Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Tanjung Balai) selaku
penerima kuasa dalam Surat Kuasa tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri
dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg diatur bahwa Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat
pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau
oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam
pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh

kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai
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ilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di

tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang bahwa mengenai perwakilan dalam perkara perdata di
Pengadilan Negeri dalam Pasal 147 ayat (1) Rbg diatur bahwa para pihak boleh
dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa
untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa
yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya
seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 Rbg atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144
Rbg jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan
gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a), Hakim berpendapat bahwa
Penggugat tidak dapat membuktikan kewenangannya (legal standing) untuk
mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(Persero), Tbk di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana a quo haruslah
dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan
bukan termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim perlu membuat penetapan.
Dan oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan
diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN
Tjb dalam register perkara serta mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada
Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tijb
dalam register perkara;

3. Memerintahkan Pengembalian sisa Panjar biaya perkara kepada Penggugat;
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4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 oleh Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, SH.

Panitera Pengganti, Hakim,

Manarsar Siagian, S.H Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan Rp 50.000,00
3. Redaksi Rp 10.000,00
4. Materai Rp 10.000.00 +
Jumlah Rp 100.000,00

(Terbilang seratus ribu rupiah)
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